sangat berbeda yang terletak pada proporsinya dan besar tingkat nilai

ketimpangun serta kesulitan negara dalam mengatasinya. Secarn umum nilai
ketimpangan berkisar dan (.55 hingga (),70, tergantung pada pemilihan



mencerminkan pendapatan per kapita yang besar, ketidaksetaraan antar
negars menyumbang sekitar tiga perempat dari ketidaksetaraan plobal. Rata-
rata ketimpangan di negara berkembang tetap stabil, meskipun pada tingkat
yang jauh lebih tinggi daripada di negara maju (Dabla et al.. 2015).

Pulau Jawa Tengah yang merupakan bagian dari Indonesia tidak

cetimpangan pendapatan yaitu jika nilai
indeks gini terletak diantara 0,2-0,35 dinvatakan pemerataan relatif tinggi
(merata), sedangkan jika nilai indeks gini terletak antara 0,35-0.49
menunjukkan ketimpangan sedang. sementara nilai indeks gini terletak antara
0,50-0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.



Berikut grafik perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah tahun
2017-2021.

terjadi berimbas pada sektor perekonomian karena keadaan ekonomi dalam

Provinsi Jawa Tengsh menunjukkan nilai indeks gini tingkat
ketimpangan sedang yaitu berkisar antara 0,35-049. Pada tabun 2018
provinsi Juwa Tengah mengalami penurunan indeks gini dibandingkan



dengan tahun 2017. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan tingkat
pengangguran sebanyak 1.22% dan diimbangi terjadinya peningkatan
jumlah angkatan kerja sebanyak 0,28%. Kemudian pada tahun 2019 hingga
2021 terjadi peningkatan indeks gini yang disebabkan adanya pandemi
covid-19 (Purwanto, 2020). Pandemi Covid-19 telah menurunkan

zona pertanian khususnya petani padi untuk dihasilkan beras. Sedangkan
untuk wilaysh perkotnan sebagian besar bekerja pada sektor jasa dan
manufakiur, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan wilayah
menjadikan perkotsan cenderung memiliki ketimpangan yang lebih besar



dibandingkan dengan perdesaan (Khoirudin & Musta’in, 2020).

Perbedaan tingkst ketimpangan pendapatan vang terjadi wilayah
kabupaten dan kota di Jawa Tengah salsh satunya di pengaruhi oleh
pendapatan perkapita. Pada tahun 2021 pendapatan perkapita di wilayah

Blora (persimpangan Jawa
minyak dan dikenal sebagai daerah pertambangan minyak (Purnamawati &

Kheriudin, 2019),
Salah satu faktor yang mempengarchi ketimpangan pendapatan yaitu
tenaga kerja. Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk yang tinggi



mencapai 36,742,501 juta jiwa (BPS, 2021). Perkembangan jumlah penduduk
akan diikuti oleh penambahan jumlsh tenaga kerja. Tenags kerja terdiri dari
penduduk yang sedang stau sedang bekerja, mencari pekerjaan, dan
melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus keluarga, Pencari
kerja ada tiga jenis yaitu mereka yang bersekolah dan mengurus keluarga,

mampu dan dapat bekerja kapan

5i Jowa Tengah tahun 2017-2021,
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Gambar 1.2 Grafik Tenaga Kerja (Juia Jiwa) Provinsl Jawa
Tengah

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa perkembangan jumlah
tenagakerja di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017-2021 mengalami
fluktuasi berdasarkan status pekerjaan. Berusaha sendiri adalah bekerja atan



berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak
kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya
tersebut, serta,tidak menggunakan pekerja yang dibayar atau tidak dibayar,
ermmsik-merdkiyang sifok pekierjimmys memeshiikan fostermpilan  sisn

2020 sebesar 280.709

+ pekerja yang mencari

an. Sebaliknya berusaha
dibantu buruh tetap yaitu bekerja atas resiko sendiri dan mempekerjakan
paling sedikit satu orang buruh yang dibayar. Pada tahun 2020 terjadi
penurunan karena adanya pengurangan pekerja yang diakibatkan covid-19
dan menyebabkan penurunan pendapatan (Widjajanto & Agus, 2020).



Buruh/pegawai/karyawan adalah orang yang bekerja tetap pada orang
lain atau perusahaan dengan menerima gaji berupa uang atau barang.
Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang paling banyak tenaga kerja, hal ini
dikarenakan para pekerja sudah terjamin pendapatan yang akan didapatkan
dalam sebulan. Setisp tahunnya profesi ini mengalami peningkatan dan

udian untuk pekerja bebas yaitu

kebutuhan harga  konsumen,  kemampuan
mengembangkan dan mempertahankan usaha, serta tingkat upah minimum
wilaysh, kondisi pasar tenaga kerja dan pendapatan per kapita regional
Berdasarkan ity semua,pemerintsh meninjau dan menetapkan tingkat upah
minimum untuk setiap daerah dan kapan pemerintah akan menaikkan tingkat




upah minimum untuk daerah tertentu (Sugiharti & Karnia, 2018), Berikut
merupakan grafik perkembangan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2017-2021

TTA01Y

sebesar Rpl.742.015 dan pada ta o
“’““ﬂ“"mimﬂpl-mm.

Penetapan upah minimum provinsi pada tahun 2017 oleh Gubernur
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 560/46 tanggal 1 November
2016. Keputusan ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 78 Tahun 2015
tentang Gaji Negara, yang menetapkan perlunys pelaksanaan keputusan




Gubernur terhadap UMP Jateng Tahun 2017 sebesar Rpl.367.000

(Jatengprov, 2022). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan upah
minimum provinsi sebesar Rp 1.605.396 untuk tahun 2019. Keputusan UMP

Jateng Tahun 2019 yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa

inflasi year of year pada September sebesar 142 persen. Kemudian
pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sebesar 1,85 persen dengan data
tersebut terdapat kenaikan sebesar 3.27 persen, sehingga berdasarkan data

angka tersebut upah minimum di Jawa Tengah di naikkan (Putri et al., 2022),



kemakmuran para pekerja. Penctapan upah yang terus meningkat dapat
berpotensi dalam penurunan ketimpangan pendspatan di Provinsi Jawa
Tengah. Perbedaan penerimaan pendupatsn di setiap masyarakat dapat
menyebabkan perbedaan jumlah kemsumsi, Secara umum, semakin tinggi
elanjakan untuk bukan
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Gambar 1.4 Pengeloaran Konsumsi PerkKapita Makanan dan
Non Makanan Provinsl Jawa Tengah



Berdasarkan grafik di atas di ketahui bahwa pengeluaran per kapita
pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuzsi. Pengeluaran per kapita di Jawa
Tengah paling tinggi vaitu pengeluran konsumsi non makanan. Pengeluaran
konsumsinon makanan berupa keschatan, pendidikan, asuransi, investasi, dan
pajak. Masyarakat yang dalam kehsdupan akan terus meningkatkan proporsi
konsumsinya sebanding dengan tngkat pendapatan vang diterimanyn.
Pendapatan yang meningkal tidsk menciptakan wntuk mningkatnya jumlah
makanan yang dikonsumsi, karena pada dasarnya kebutuban manusia akan

Makanan adalah jumlah yang relatif terbatas sedangkan konsumsi non
makanan relatif tidak terbatas. Semakin tinggi pendapatan semakin banyak

vang ditransfer dari makanan ke pengeluaran lain. Hal ini

ﬂguiﬂﬁ.mhugaj safah satu mdikator dengan asumsi bahwa penurunan
proporsi pangan mencerminkan penurunan ketimpangan (John Jaya Abdillah
“etal., 2019). Selama lima tahun konsumsi nﬂmpﬂm di Provinsi Jawa

mw mgtnm-m:. dulam pnnﬂnltynug cukup dan terjangkau
oleh masyarakal. Kmimmdlﬁhmgm konsumsi pangan

di Jawa Tengah IIV.-'IIIIIIJIJkkﬂJl behwa rata-rata kensumsi pangan masyarakat
adalah beras. Fepomena pandemi tidak mengurangi masyarkat dalam
mengkonsumsi makanan dan jika dilihat berdasarkan tabel diatas menglami
peningkatan yang cukup tingg (Anandhiya et al.. 2021). Pada tahun 2021

Kementerian Perindustrian bersiap menyambut konsumsi masyarakat yang



pandemi pasca covid-19, pandemi yang berlangsung mengubah pola konsumsi
masyarakat. Perubshan kebiasaan konsumen telsh mendorong industri
makanan dan minuman untuk lebih giat mengembangkan inovasi seperti
pemanfaatan teknologi digital yangmer

dahkan konsumen.

dan positif terhadap ketimpangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh (Arif &Wicaksani, 2017) menyatakan bahwa tenaga kerja tidak
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan
oleh (Abdulah, 2013) menystakan upah minimum berpengaruh terhadap



ketimpangn pendapatan. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Riandi &
Warlitya, 20200 menyatakan bahwa variobel upah minimum menunjukkan
pengaruh negatif terhadap ketimpangan. Penelitian yang dilakukan oleh (5.
Dai et al. 2023) menyatakan bahwa pengeluaran perkapita berpengaruh
positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Sebagai’ upaya menunjukkan adanya kebaruan (moveln) antar
mamun pada penelitian sebelurnya memiliki karskteristik masing-masing.
Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebilk memfokuskan pada ketimpangan
pendapatan yang ditandsi dengan peningkatan PDRB atms harga berlaku
dalum tiap tahunnya. akan tetapi belum bisa untuk menurunkan ketimpangan.
‘Dalam penclitian ini menggunakan varisbel dependen dengin analisis data
panel dari tahun 2017-2021. Kemudion pada penelition ini memasukkan

wvariabel pada masing-masing penelitian SEFE‘:l'Ll. e aga

upish minimum,
don pengeluaran konsumsi perkapita muukw-m l.imfgan variabel
dependen ketimpangan pendapatan. Hal ini untuk mengetahui- apakah
variabel yang wm hubungan yong sama atau tidak dengan
penelitian sebelumnya, mmmmw. pembeda penelitian ini
dari segi objek yang menggunakan provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas lerkoil pengaruh
variabel bebas tenaga kerja. upah minimun kab/kota, pengeluaran konsumsi
perkapita makanan dan non makanan terhadap ketimpangan pendapatan di

Provinsi Jawa Tengah.maka penulis tertarik untuk melakuokan penelitian



dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan
Pendapatan Di Provinsilawa Tengah”.

4. Bagaimana pengaruh tenaga kerja. upah minimum kab/kota, dan
pengeluaran konsumsi perkapita makanan dan non makanan secara
bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa
Tengah?



L3, Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian
ini adalah sebagai berikut,
I. Untuk mengetshui pengaruh fenagn kerja terhadap ketimpangan
pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

SIS

bagsimana peran masyarskat penting dalam  membantu
menurunkan tingkat ketimpangan yang nantinya akan menambah
kmﬁjﬂhtﬂnﬂuﬂiﬂmﬂ]‘li&hﬁn

3 ‘Higl Peiastaidhen



Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan bahan
pembanding dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan

pengarub tenaga kerja, upah minimum, dan pengeluaran per
kapita terhadapketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Bagi Akademisi

sebagai berikut,
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
Latar belakang masalah menguraikan landasan pemikiran secara garis



besar. Rumusan masalah menguraikan pemyataan tentang fenomena

yang memerlukan pemecahan melalui penelian. Tujuan dan manfaat
penelitian menguraikan hasil penelitian vang dicapai melalui proses
penelitian. Sistematika penulisan menjelaskan tentang nngkasan isi dan

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini merupakan uraian tentang analisis data sesuai dengan alat dan
teknik analisis yang digunakan. Pembahasan menggunakan hasil analisis



Bab ini merupakan uraian tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari
hasil penelitian pen phhu_ ' data dan saran.
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